PETIKAN

BUPATI MUKOMUKO

PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 38 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH

Menimbang

Menimbang

DENGAN PIHAK LUAR NEGERI.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan
kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri,
diperlukan pedoman Pelaksanaan Kerjasama Daerah dengan
Pihak Luar Negeri;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mukomuko
tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah
dengan Pihak Luar Negeri;

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan
Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3882);

Undang-Undang Nomor 24 Tahur 2000 tentang Perjanjian
Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4012);

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten
Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4266);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);



10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4439);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609/
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 38 Tahun 2008;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi  Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama
Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan
infrastruktur, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 13 Tahun 2010;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007
tentang Pedoman teknis pengelolaan Barang Milik Daerah;



15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;

16. Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor
09/A/KP/XI1/2006/01 Tentang Panduan Umum Tata Cara
Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah
Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2007
tentang Kerjasama Pembangunan Perkotaan;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan
Pihak Luar Negeri;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2009
tentang Pedoman Kerjasama Departemen Dalam negeri
dengan Lembaga Asing Non Pemerintah;

20. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2009
tentang Pedoman Peningkatan Kapasitas Pelaksana
Kerjasama daerah;

21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang
Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUKOMUKO TENTANG PEDOMAN

PELAKSANAAN KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN
PIHAK LUAR NEGERI.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

3.
4.

Daerah adalah Kabupaten Mukomuko.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

Bupati adalah Bupati Mukomuko.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang
bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Rencana Kerjasama adalah usulan tertulis yang memuat rencana
program/proyek/ kegiatan yang akan dikerjasamakan.

. Kerjasama adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal

antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri untuk bersama-sama
mencapai suatu tujuan tertentu dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan
daerah.



8. Pihak Luar Negeri adalah Pemerintah Negara Bagian atau Pemerintah Daerah di
Luar Negeri, Perserikatan Bangsa-bangsa termasuk Badan-badannya dan
Organisasi/ Lembaga Internasional lainnya, Organisasi/Lembaga swadaya
masyarakat luar negeri serta Badan Usaha Milik Pemerintah Negara/Negara
Bagian/Daerah di luar negeri, dan swasta di luar negeri.

9. Memorandum Saling Pengertian atau dengan nama lainnya adalah naskah
kerjasama dalam bentuk dan nama tertentu, yang ditandatangani oleh Kepala
Daerah dengan Pihak Luar Negeri yang mengatur kedudukan para pihak, obyek
kerjasama, tanggungjawab para pihak dalam kerjasama, penyelesaian sengketa
kerjasama, serta hak dan kewajiban hukum para pihak yang bekerja sama.

10.Penyertaan modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan Modal
Daerah pada suatu usaha bersama dengan Pihak Ketiga dan atau pemanfaatan
modal Daerah oleh Pihak Ketiga dengan suatu imbalan tertentu.

11.Surat Kuasa (full power) adalah surat yang dikeluarkan oleh Presiden atau
Menteri yang memberikan kuasa kepada Satu atau beberapa orang yang
mewakili pemerintah Republik Indonesia untuk menandatangani atau menerima
naskah perjanjian, menyatakan persetujuan negara untuk mengikat diri pada
perjanjian, dan/atau menyelesaikan hal-hal lain yang diperlukan dalam
pembuatan perjanjian internasional.

BAB Il
PRINSIP KERJASAMA

Pasal 2

Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri dilaksanakan dengan
memperhatikan prinsip:

Persamaan kedudukan;

Memberikan manfaat dan saling menguntungkan;

Tidak mengganggu stabilitas politik dan keamanan perekonomian;

Menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Mempertahankan keberlanjutan lingkungan;

Mendukung pengarusutamaan gender, mengayomi adat istiadat dan;

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
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BAB Il
BENTUK KERJASAMA

Pasal 3

Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri berbentuk:
a. Kerjasama Kabupaten dan kabupaten “kembar”;

b. Kerjasama teknik termasuk bantuan kemanusiaan;

c. Kerjasama penyertaan modal; dan

d. Kerjasama lainnya sesuai dengan peraturan perundangan.



BAB IV
PERSYARATAN KERJASAMA

Pasal 4

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Merupakan pelengkap dalam penyelenggaraan pemerintahan daerabh;

Mempunyai hubungan diplomatik;

Merupakan urusan pemerintah daerabh;

Tidak membuka kantor perwakilan di luar negeri;

Tidak mengarah pada campur tangan urusan dalam negeri;

Sesuai dengan kebijakan dan rencana pembangunan;dan

llImu pengetahuan dan teknologi yang dapat dialihkan.
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Pasal 5

Untuk Kerjasama Kabupaten dan Kabupaten "kembar" sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf a, selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 juga harus
memperhatikan:

Kesetaraan status administrasi;

Kesamaan karakteristik;

Kesamaan permasalahan;

Upaya saling melengkapi; dan

Peningkatan hubungan antar masyarakat.

®op o

Pasal 6

Untuk kerjasama teknik termasuk bantuan kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 huruf b, selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, juga harus

memperhatikan:

a. Peningkatan kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah;

b. Kemampuan keuangan daerah;

c. Prioritas produksl dalam negeri; dan

d. Kemandirian Daerah.

Pasal 7

Untuk Kerjasama penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c,
selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, juga harus memperhatikan:
a. Kemampuan keuangan Daerah;

b. Resiko; dan

c. Transparansi dan akuntabilitas



BAB V
TATACARA KERJASAMA

Bagian Pertama
Prakarsa Kerjasama

Pasal 8

Prakarsa kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri dapat berasal dari:
a. Pemerintah Daerah;

b. Pihak Luar Negeri kepada Pemerintah Daerah; dan

c. Pihak Luar Negeri melalui Menteri Dalam Negeri kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 9

(1) Prakarsa kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dan huruf b
dilaporkan dan dikonsultasikan oleh Pemerintah Daerah kepada Menteri Dalam
Negeri untuk mendapatkan pertimbangan.

(2) Pertimbangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada kepada Menteri Dalam Negeri untuk dijadikan dasar dalam
menyusun rencana kerjasama.

Pasal 10

(1) Bupati menyampaikan prakarsa kerjasama dari pihak luar negeri sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 huruf ¢ kepada Menteri Dalam Negeri beserta
pertimbangan.

(2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar dalam
menyusun Rencana Kerjasama oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 11

1) Rencana Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 10
ayat (2) disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Menteri Dalam Negeri.

2) Rencana Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

subyek kerjasama,

latar belakang;

maksud, tujuan dan sasaran;

obyek/ruang lingkup kerjasama;

hasil kerjasama,;

sumber pembiayaan; dan

jangka waktu pelaksanaan.

@roaoop



Pasal 12

(1) Rencana Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disampaikan oleh
Kepala Daerah kepada DPRD untuk mendapat persetujuan;

(2) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 30
(tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya Rencana Kerjasama.

(3) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan
Keputusan DPRD.

(4) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja Rencana Kerjasama tidak
mendapat tanggapan dari DPRD, Rencana Kerjasama dianggap disetujui

(5) Kepala Daerah menyusun Rancangan Memorandum Saling Pengertian setelah
Rencana Kerjasama mendapatkan persetujuan DPRD.

(6) Kepala Daerah menyusun Rancangan Memorandum Saling Pengertian paling lama
30 (tiga puluh) hari kerja setelah Rencana Kerjasama mendapatkan persetujuan
DPRD.

Bagian Kedua
Pembahasan

Pasal 14

(1) Rencana Kerjasama dan Rancangan Memorandum Saling Pengertian yang
disampaikan oleh Bupati kepada Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 dilakukan pembahasan oleh Menteri Dalam Negeri dengan
melibatkan Departemen/Lembaga Pemerintah Non-Departemen terkait untuk
memperoleh pertimbangan.

(2) Rencana kerjasama dan Rancangan Memorandum Saling Pengertian hasil
pembahasan sebagaimana pada ayat (1), untuk kerjasama Kabupaten "kembar"
disampaikan Menteri Dalam Negeri kepada Menteri Sekretaris Negara untuk
mendapatkan Persetujuan Pemerintah.

(3) Berdasarkan Persetujuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Menteri
Dalam Negeri menyampaikan kepada Menteri Luar Negeri untuk mendapatkan surat
kuasa (full powers) setelah mendapatkan tanda persetujuan dari Pihak Luar Negeri.

(4) Surat kuasa (full powers) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar
untuk menandatangani Memorandum Saling Pengertian oleh Pemerintah Daerah
dan Pihak Luar Negeri.

(5) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kerjasama teknik
termasuk bantuan kemanusiaan, penyertaan modal dan kerjasama lainnya sesuai
dengan peraturan perundang-undangan dijadikan dasar untuk menandatangani
naskah Memorandum Saling Pengertian.



BAB VI
PEMBIAYAAN KERJASAMA

Pasal 15

Pembiayaan pelaksanaan kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri

dapat Bersumber dari:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau

b. Sumber-sumber lain yang sah telah disepakati dalam Memorandum Saling
Pengertian.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PEMBAHASAN

Pasal 16

(1) Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan, kerjasama
Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri.

(2) Menteri Dalam Negeri dapat melimpahkan pembinaan terhadap pelaksanaan
kerjasama Pemerintah Kabupaten kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah.

(3) Menteri Dalam Negeri dapat melimpahkan pengawasan pelaksanaan kerjasama
Pemerintah Kabupaten kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah.

Pasal 17

(1) Pembinaan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1)
meliputi:
a. koordinasi pelaksanaan kerjasama antar susunan pemerintahan;
b. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan kerjasama,
C. perencanaan, penelitian, dan pengembangan;
d. bimbingan, supervisi, dan konsultasi; dan
e. pendidikan dan pelatihan.

(2) Pembinaan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) meliputi
kegiatan:
a. perencanaan, penelitian, dan pengembangan;
b. bimbingan, supervisi, dan konsultasi; dan
c. pendidikan dan pelatihan.

Pasal 18
(1) Koordinasi pelaksanaan kerjasama antar susunan pemerintahan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a berkaitan dengan aspek perencanaan dan
evaluasi pelaksanaan kerjasama dengan pihak luar negeri.



(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara nasional dilaksanakan oleh
Menteri Dalam Negeri melalui rapat koordinasi paling sedikit 2 (dua) Kali
dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 19

(1) Menteri Dalam Negeri melakukan pengawasan pelaksanaan kerjasama Pemerintah
Daerah dengan Pihak Luar Negeri.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pemantauan;
b. evaluasi; dan
c. pemeriksaan.

BAB VIl
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 20
Perselisihan dalam pelaksanaan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pihak
Luar Negeri diselesaikan sesuai dengan Naskah Memorandum Saling Pengertian.

BAB IX

PELAPORAN

Pasal 21

Gubernur menyampaikan laporan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kerjasama

Pemerintah Kabupaten dengan Pihak Luar Negeri kepada Menteri Dalam Negeri paling
sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 22
Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, kerjasama yang sedang diselenggarakan
oleh Pemerintah Daerah tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu
kerjasama.

Pasal 23

Rencana Kerjasama yang masih dalam proses disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.



BAB Xl
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang

mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penepatan
dalam berita daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di  Mukomuko
Pada Tanggal 10 September 2012

BUPATI MUKOMUKO,

ttd

ICHWAN YUNUS

Diundangkan di Mukomuko
Pada tanggal 10 September 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO,

ttd

BM. HAFRIZAL , SH
Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP. 19670401 199203 1 012

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2012 NOMOR 38



